Asci

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa schubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah maka Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2004
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota
Padang Panjang perlu diubah dan disempurnakan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang,

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan D
. . aerah Otonom
Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, T
Negara Republik Indonesia Nomor 962); » Tambahan Lembaran

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197
‘ 4 Nomor 55, Tambahan
gembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
engan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nom 1 1
Indonesia Nomor 1890, or 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

4 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentan
; . g Wewenang Pengan katan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Le%nbarfn iegara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, T.
Republik Indonesia Nomor 4263); > Tambahan Lembaran Negara

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Daerah (Lembaran Negara Rep
Tambahan Lembaran Negara Rep

Ta!mn 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
ub!lk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
ublik Indonesia Nomor 4578);

14. g:;atu;an Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
gawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 N
. omor 165,
Republik Indonesia Nomor 4593); Tambahan Lembaran Negara

15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
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17. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana
Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 31 Seri E.17).

19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 66 Seri D.9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 20 TAHUN 2004
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

PASALI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20
Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kota Padang Panjang yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 66 Seri D.9, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

(1) Sekretariat Daerah mem

Pasal 4

punyai tugas pokok dan kewajiban membantu
enyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,

(2) Untuk menyelenggarakan ty

d.

gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
a.

b.
C.

pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah;
penyelenggaraan administras; pemerintahan; ’

pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana di

lingkungan Sekretariat Daerah; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
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2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 2 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a.

b.

€.

Sekretaris Daerah
Asisten Tata Praja, terdiri dari :
1. Bagian Tata Pemerintahan;
2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
3. Bagian Organisasi.
Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
1. Bagian Perekonomian;
2. Bagian Pengendalian Pembangunan;
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
4. Bagian Pemberdayaan Masyarakat.
Asisten Administrasi, terdiri dari :
1. Bagian Umum; dan
2. Bagian Hubungan Masyarakat.
Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana
tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1) Asisten Administrasi mempunyai tugas mengkoordinasikan pe
e 3 - . n s
k?bgakan penyelenggaraan administrasi umum, keprotokolan,p pez’j}::\l‘;ggg
dmaf, dan rumah tangga, penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan,
peralatan, program anggaran, program perbendaharaan, program
pembukuan dan verifikasi anggaran keuangan Sekretariat Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaim i
. .. an
Asisten Administrasi mempunyai fungsgi : 2 dimaksud pada ayat (1),

a.

pengkoordinasian penyusunan, dan
) R penyelenggaraan  kebijak
pedoman dan petunjuk teknis di bi impi ——
oo petunjuk teknis di bidang tata usaha pimpinan, dan tata
pengkoordinasian penyusunan, dan
X an, penyelenggaraan  kebijak
gzﬁz;ntz:lan dan _zftunjuk. tekms. di bidang pengatsran kcprot(:{(ol:nn:
b, perjalanan dinas pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan rumah
Eef;:lngilgo‘;)ir(ti}r:iasian penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan petunjuk
- 1dang anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi
gglz(lran k.euax.lgan Sekretariat Daerah;
p::ilg oordinasian _penyusunan, dan penyelenggaraan kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis di bidang penerangan masyarakat;
p:ggkoordmasnan penyusunan, dan penyelenggaraan kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis di bidang media penerangan, perizinan
dan pengawasan komunikasi dan informasi;dan
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f. pengkoordinasian penyusunan, dan penyelenggaraan kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan data elektronik.

4. Ketentuan Pasal 33 angka 2 dihapus, schingga Pasal 33 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 33

Asisten Administrasi terdiri dari :
1. Bagian Umum; dan
2. Bagian Hubungan Masyarakat

5. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34

(1) Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, perumusan
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta mengkoordinasikan
penyelenggaraan administrasi umum, keprotokolan, perjalanan dinas, rumah
tangga, keuangan, pengelolaan perlengkapan dan peralatan, serta
penataausahaan aset Sekretariat Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Umum mempunyai fungsi :

a. penyusunan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan  kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan perlengkapan,
peralatan dan pemeliharaan serta penatausahaan aset Sekretariat Daerah;

b. penyusunan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis di bidang keprotokolan, perjalanan dinas
dan rumah tangga;

c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan, pedo
petunjuk teknis di bidang tata usaha keuangan, tita usahffaimrgiinan gg
tata usaha umum Sekretariat Daerah;dan

d . .
g:::]:ntu Sekretaris Daerah selakuy Koordinator Pengelolaan Keuangan

6. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut

Pasal 35

Bagian Umum, terdirj dar; :

a. Sub Bagian Perlengkapan dan Aset:

b.  Sub Bagian Protoko] dan Rumah T;ngga'dan

C. Sub Bagjan Keuangan dan Administrasi I,Jmum.

7. . .
Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 36

(1) Sub Bagian Perlengkapan dan Aset mempunyai tugas menyelenggarakan
penyusunap pedoman dalam artj mengumpulkan bahan, mengolah pedoman
dan petunjuk teknis, penyimpanan perlengkapan, peralatan, sarana dan
Prasarana, menyelenggarakan pengadaan kebutuhan Sekretariat Daerah dan
Daerah, pemeliharaan, pengelolaan dan pelaporan aset Sekretariat Daerah.
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(2) Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga mempunyai tugas
menyelenggarakan penyusunan pedoman dalam arti mengumpulkan bahan,
mengolah pedoman dan petunjuk teknis serta menyelenggarakan
keprotokolan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga serta
menyelenggarakan urusan perwakilan di luar daerah.

(3) Sub Bagian Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas
menyelenggarakan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan

anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi anggaran serta
administrasi umum di lingkungan Sekretariat Daerah.

8. Ketentuan Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 dihapus
Pasal I
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang P jang
pada tanggal : 23 ¥ 2007 M
$ shpipre 1428 H

WALIKOTA PAIJANG PANJANG,

SUIR SYAM
Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal @ 23, Fwact 2007 M
§ [phafac 1428 H

SEKRETARIS DAE KOTA PADANG PANJANG,

NA\FRIADY

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2007 NOMOR 2 SERID. 1
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PADANG PANJANG

UMUM

Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2004 perlu diubah dan disempurnakan kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4 : Cukup jelas
Angka 2

Pasal 5 : Cukup jelas
Angka 3

Pasal 32 : Cukup jelas
Angka 4

Pasal 33 : Cukup jelas
Angka 5

Pasal 34 : Cukup jelas
Angka 6

Pasal 35 : Cukup jelas
Angka 7

Pasal 36 : Cukup jelas
Angka 8

Pasal 37,38,39 . Cukup jelas

Pasal 11

: Cukup jelas




BAGIAN
TATA
PEMERINTAHAN

BAGIAN

HUKUM DAN
HAM

BAGIAN

[F
N
L

ORGANISASI

Sub Bagian
Aparatur

BAGIAN
PEREKONOMIAN > Sub Baglan
Pembiriua?; g:r?tl:r';ntahan Lembaga Ekonoml Daerah
Kecamatan dan Kelurahan
' Sub Baglan
Ketenagakerjaan
L Sub. Bagian
Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Baglan
Administrasi Pembangunan
Sub. Bagian
Perundang-undangan BAGIAN Sub Bagian
PENGENDALIAN ‘ Pengendalian
>  PEMBANGUNAN
Sub. Bagian r’ Sub Bagfan
Dokumentasi Hukum Evaluasi dan Pelaporan
Sub Baglan
Sub. Bagian ht Rak
Bantuan Hukum dan HAM Keseja K:; ag‘::“a:nyatda"
BAGIAN ——
ERAAN B ub.Baglan
Kifeﬁniaag:::n I KES%\KHJAT Organisasi Sosial, Bantuan Sosial
Sub.Baglan
Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
Sutta)lB:glan ‘ dan Olah Raga
Tatalaksana

Sub.Baglan
Pemberdayaan Ekonomi dan
Pengembangan Teknologi Tepat
Guna

BAGIAN

Sub.Baglan

=

Pemberdayaan Sumber Daya

PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT“

Sub.Bagian
Pemberdayaan Perempuan

BAGIAN
UMUM

BAGIAN
HUBUNGAN
MASYARAKAT

WALIKOTA p,

k// ot
#

Sub.Bagian f —

Perlengkapan dart
/ 4890

V.
Sub Baglan ",/_/—‘

< Protokol dan Rumah /{ J

A
Sub Baglan ,-f,/-//—f

K /
*U3N9an dan Administ/” /

\—/’ .
pe... Stb Bagian {/_,_
L

Sub Bagian /.
Media Penerangaf’ |

J Vi
Sub Bagian

Informas

A
hangelmaan s}lstem)Ter .//_..f——
|
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

NOMOR TAHUN 2007TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG SEKRETARIAT DAERAH
PEMBENTU'KAN ORGANISASI DAN TATA KERJA WALIKOTA KOTA PADANG PANJANG
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG Ty
|
SEKRETARIS DAERAH KELOMPOK
JABATAN
[ v FUNGSIONAL
ASISTEN
TATA PRAJA ASISTEN ASISTEN
T EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ADMINISTRASI
Il
] ]
N Sub. Baglan
Tata Praja > Sub Baglan Sub.Ba
» .Baglan
BAGIAN Produks! Dagrah Perlengkapan dan Aset
BAGIAN Sub. Bagi PEREKONOMIAN > Sub Baglan
1 TATA »  Pombinaan P:rgt:r':mahan Lembaga Ekonom| Daerah » BAGIAN e
K dan Kelurah: umMum P> ub Baglan
PEMERINTAHAN ecamatan dan Kelurahan > Sub Baglen Protoko! dan Rumah Tangga
Ketenagakerjaan
> Sub. Baglan Sub Bagtan
Kesatuan Bangsa dan Politik Keuangan dan Administrasl Umum
Sub Baglan
Administrasi Pembangunan
Sub. Baglan
Perundang-undangan BAGIAN Sub Baglan
PENGENDALIAN > Pengendallan
: » PEMBANGUNAN
i BAGIAN > Sub. Bagian Sub Baglan —P] Sub Baglan
} N HUKUM DAN Dokumentasi Hukum > Evaluasl dan Pelaporan Penerangan Masyarakat
: HAM BAGIAN
: Sub. Baglan Sub Baglan P> HUBUNGAN Sub Baglan
’ Bantuan Hukum dan HAM » Kesejahteraan Rakyat dan MASYARAKAT Medla Penerangan
! Keagamazan
: BAGIAN Sub Baglan
e RAA Sub.Bagian Pengelolaan S| Teknologl
a Kill':msbaagg'::n KESERJ:':'JET N Organisas| Sosial, Bantuan Soslal » /k 'ormasl
Sub.Baglan
BAGIAN Sub Baglan Pendldikan, Kebudayaan, Pemuda
ORGANISAS! Tatalaksana dan Olah Raga
| Sub.Baglan
» Sub Baglan a Pemberdayaan Ekonomi dan
j Aparatur "| Pengembangan Teknologl Tepat
d“ Guna
‘ BAGIAN
PEMBERDAYAAN Sub.Baglan
MASYARAKAT Pemberdayaan Sumber Daya
Sub.Baglan
Pemberdayaan Perempuan




